
BUPATI PACriAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 2 TAHUN 2013 

TENTANG 

PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan beriakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan termasuk salah satu 
jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru f a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
beberapa kal i terakhir dengan Undsing-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983; 

5. Undang-imdang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3987); 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125. Teimbahan Lembaran Negeira 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
PubHk; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

11. Peraturan Pemermtah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 
atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.7/2010 tentang 
Badan atau Lembaga Intemasional yang tidak dikenakan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

17. Peraturan Menteri Dalam . Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



8. Bvimi adalah pcrmukaan bumi yang mcliputi tanah dan perairan pedalaman scrta 
laut wilayah Kabupaten/Kota. 

9. Bangunan adalah konstruks i teknik yang di tanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah haiga rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jua l beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan hai^a dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

11. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalcnder. 
12. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Pemimgutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan 
objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat 
yang digunakan untuk membcritahukan bcsainya PBB-P2 yang terutang kepada 
Wajib Pajak. 

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak y a i ^ telah dilakukan dengan menggunakan 
formulL- atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang d i tunjuk oleh Bupati. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang teutang. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayam pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif bcmpa bunga 
dan/atau denda. 

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Temtang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

2 1 . Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Pemberitahuan Pajak Temtang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak kctiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 



23. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangakaian k e ^ t a n 
menghimpim dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana d i bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti i tu membuat terang tindak pidana d i bidang 
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

25. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang 
diberikan kepada Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. 

BABH 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 
Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak un tuk semua kepemilikan, penguasaan dan / 
atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai, dan/atau dimanJaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

PasalS 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimilild, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 
dengan kompleks bangunan tersebut; 

b . Jalan tol; 
c. Kolam renang; 
d. Pagar mewah; 
e. Tempat olahraga; 
f. Galangan kapal, dermaga; 
g. Taman mewah; 
h . Tempat penampxmgan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 
i . Menara. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman 
mewah diatur dalam Peraturan Bupati. 

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang: 
a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah, untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
b. Digunakan semata-mata i m t u k melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 
i tu ; 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 
dibebani suatu hak. 



(5) Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp10.000.000,00 (sepuluh ju ta rupiah) un tuk setiap Wajib Pajak. 

Pasal 4 

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu 
hak atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

Pasal 5 

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu 
hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

B A B m 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA MENGHITUNG PAJAK 

Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 
(2) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) 

tahun, kecuali un tuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 
sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

(3) Penetapan besamya NJOP sebagaimana dimsiksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Bupati. 

Pasal 7 

Tarif PBB-P2 adalah: 

a. Dengan besaran NJOP kurang atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,105 % (nol koma satu nol satu nol l ima 
persen). 

b. Dengan besaran NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu inilyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua lima persen). 

Pasal 8 

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). 

(2) Dalam hal 1 (satu) wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak, maka 
yang dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) hanya imtuk objek pajak dengan nilai jua l yang tertinggj. 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal9 

PBB-P2 sebagai pajak temtang dipungut di Wilayah Daerah. 



BABV 
MASA PAJAK 

Pasal 10 

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 

(2) Saat un tuk menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak 
pada Tanggal 1 Januari. 

(3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada Tahun 
berkenaan. 

BAB VI 

PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 11 
(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, 
dan lengkap scrta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari keija setelah tan^a l diterimanya SPOP 
oleh Subjek Pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek 
Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati 
menerbitkan SPPT, 

(2) Bupati dapat mcngcluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: 
a. Apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak 

disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupat i 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah 
pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan 
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 13 

Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BABVn 
PEBIUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal 14 

(1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan PBB-P2 yang meliputi pendataan, 
penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, dan pelaporan serta 
pengawasan dan penyetoran serta penagihan dengan surat paksa. 



4 

(2) Pelaksanaan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dilaksanakan oleh Kepala Oinas. 

(3) Pemungutan F^jak dilarang diborongkan. 

(4) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan 
SPPT/SKPD. 

Bagian Kediia 
Tata Cara Pembayaian dan Penagihan 

Pasal 15 

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD j ika: 

a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bimga dan/atau denda. 

(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah ja tuh tempo pembayaran dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap Bulan dan 
ditagih melalui STPD. 

^ Pasal 16 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 
13 ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak tanggal 
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Stirat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jum lah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Pajak yeing terhutang yang pada saat j a tuh tempo pembayaran Pajak tidak 
dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua 
persen) sebulan, yang d ih i tung dar i saat j a t u h tempo sampai dengan har i 
pembayaran u n t u k jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

_ (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan 
9 hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan STPD yang harus 

dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh 
Wajib Pajak. 

(5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat mcmberikan pcrsetujuan kepada Wajib Pajak u n t u k 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaian, penyctoran, tempat 
pembayaran, angsuran, pcnundaan pembayaran dan pengelolaan keuangan 
PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 17 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Penmdang-Undangan. 



Bagian Ketiga 
Keberatan dan Banding 

Pasal 18 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a. SPPT; 
b. SKPD; dan 
c. SKPDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak t a n ^ a l surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali j ika Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu i tu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib P a j ^ 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) t idak dianggap sebagai Surat Keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagai tanda bukt i penerimaan Surat Keberatan. 

Pasal 19 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang 
diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya pajak yang 
terutang. 

(3) Apabila jangka waktu seb^aimana dimaksud pada Ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
d i a n ^ p dikabulkan. 

Pasal 20 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 21 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannyayang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jan^ca 
waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat 
keputusan keberatan tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 
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Pasal 22 

(1) . J ika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dik^mbalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan imtuk paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan. 

(2) . Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannj^ SKPDLB. 

(3) . Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima p u l u h 
persen) dar i j um lah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) . Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) . Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Keempat 
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan 

Pengbapusan atau Pengurangan Sanksi admlnUtratlf 

Pasal 23 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 
membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tul is dan/ atau kesalahan h i tung dan/atau kekeliruan 
pcnerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan 
Perpajakan Daerah. 

Bupati dapat : (2) 

(3) 

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif ben.'' 
denda dan kcneiikan pajak yang terutang men* -
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam ^ 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
kesalahannya; 

b. Mengurangkan atau membatalkan SP^ . . 
tidak benar; •- ' [ 

c. Mengurangkan atau membats**' 

d. Membatalkan hasH 
dilaksanakan atau di\. 

e. Mengurangkan atau \ 
objek pajak terkena bei. 

f. Mengurangkan ketetapK 
kemampuan membayar W&^ 

Ketentuan lebih lan jut mengei^ 
sanksi administratif dan pengk. 
sebagaimana dimaksud pada Ayat^ 

o 



BAB VIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 24 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus membenkan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati t idak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran Pajak d ian^ap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan u n t u k 
melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

(6) J ika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB IX 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 25 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) Tahun tcrhitung sejak saat terutangnya pajaik, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana d i bidang perpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa Pens^ihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun 
tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Sural Paksa sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (2) huru f a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) h u r u f b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 



Pasal 26 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

B A B X 
PEMERIKSAAN 

Pasal 27 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan un tuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 
peraturan pertmdang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib ; 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasamya 
^ dan dokumen la in yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 
W h. Memberikan kesempatan i m t u k memasuki tempat atau ruangan yang 

. dianggap perlu dan mcmberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XI 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 28 

(1) Instansi yang melaksanakan pemtmgutan pajak diberikan insentif atas dasar 
pencapaian kinerja tertentu. 

^ (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan maksimal 
5% (lima persen) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman 
pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. 

BAB XI I 
KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 29 

(1) Setiap pejabat dilarang membcritahukan kepada pihak lain segala sesuatu 
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 
rangka jabatan atau pekeijaannya u n t u k menjalankan ketentuan Peraturem 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber laku juga terhadap 
tenaga ahl i yang d i tunjuk oleh Bupati i m t u k membantu dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 



(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah: 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bcrtindak sebagai saksi atau saksi 

ahli dalam sidang pengadilan; 
b, Pejabat dan/atau tenaga ahl i yang ditetapkan oleh Bupati un tuk 

memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi 
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 
keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukt i 
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan d i pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan 
H u k u m Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahl i sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), u n t u k memberikan dan memperlihatkan bukt i 
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mcnycbutkan 
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan 
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan 
yang diminta. 

B A B X m 
PENYIDIKAN 

Pasal 30 

(IJ Pejabat Pegawai Negeri Sipi l t e r t cn tu d i l ingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik u n t u k me lakukan penyidikan 
tindeik p idana d i bideing perpajakan Daerah, sebagaimana d imaksud dalam 
Undang-Undang H u k u m Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil 
tertcntu d i lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

^ berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah: 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana d i bidang perpajakan Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau Badan tentang kcbenaran perbuatan yang dilakukan sehubxmgan 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana d i bidang perpajakan Daerah; 

d. Memeriksa b u k u , catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana d i bidang perpajakan Daerah; 

e. Melakukan penggelcdahan untuk mcndapatkan bahan bukt i 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukt i tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 



g. Menyunih berhenti dan/atau melarang seseorang menin^alkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah; 

i . Memanggil orang un tuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersan^ca atau saksi; 

j . Menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan t indak 
pidana d i bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pcnuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat PoUsi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 31 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 
25.000.000,00 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan 
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 
sehin^a merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00. 

(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00. 

Pasal 32 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena 
kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp 
4.000.000,00 (empat ju ta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) Tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh ju t a rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan Ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya 
dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sesuai 
dengan siifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
Badan selaku Wajib Pajak, karena i t u dijadikan tindak pidana pengaduan. 



Pasal 33 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan penerimaan Negara. 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

(1) Pada saat Peraturan Daerah in i mulai berlaku, PBB-P2 yang masih terutang 
untuk Tahun 2013 dan sebelumnya, berlaku ketentuan peraturan perundang-
imdangan yang lama. 

(2) Dengan beriakunya Peraturan Daerah in i , PBB-P2 yang masih terutang masih 
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terutang. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan peiaksana Peraturan Daerah in i ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 36 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah 
in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal J. - Q - 2013 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



Pasal 33 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan penerimaan Negara. 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

(1) Pada saat Peraturan Daerah in i mulai berlaku, PBB-P2 yang masih terutang 
untuk Tahun 2013 dan sebelumnya, berlaku ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lama. 

(2) Dengan beriakunya Peraturan Daerah in i , PBB-P2 yang masih terutang masih 
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terutang. 

Peraturan peiaksana Peraturan Daerah in i ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Pasal 36 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 - 8 - 2013 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 Agustus 2013 

SEKRETARIS DAERAH 

If. MULYONO. MM. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19571017 198303 1 014 

LEMBARAN DAERAH KABXH^ATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 2 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 2 TAHUN 2013 

TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

I. UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah, 
Kabupaten Pacitan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya u n t u k meningkatkan efisiensi dan efektlvitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 
menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daereih berhak 
mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Mengingat perpajakan daerah merupakan salah satu bcntuk 
pembebanan kepada rakyat, maka pajak dan pungutan Iain yang memaksa 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana pcrintah dar i ketentuan 
undang-undang tersebut diatas. 
Hasil penerimaan Pajak Daerah diakui belum memadai dan memil iki peranan 
yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerh (APBD) 
Kabupaten Pacitan. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi 
dari pusat melalui berbagai mekanisme. Dalam banyak hal , dana alokasi dari 
pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan mcnutup seluruh kebutuhan 
pengeluaran Daerah. Oleh karena i t u , pembentukan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Buni dan Bangunan Perdesaan Perkotaan in i diharapkan dapat 
berimplikasi pada peningkatan PAD Kabupataen Pacitan yang pada gilirannya 
dapat dipergunakan un tuk pembangunan daerah dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten /Kota secara penuh sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
PBB-P2 Perdesaan dan Pcrkotan sebelumnya merupakan pajak pemerintah 
pusat dengan mekanisme bagi hasil diberikan kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Dengan jumlah perkembangan jumlah penduduk, 
pertambahan jumlah pemukiman, pertokoan dan industr i , potensi PBB-P2 
sangat signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah. Pembentukan 
Peraturan Daerah tentang PBB-P2 in i diharapkan dapat mengoptimalkan 
penerimaan pajak melalui serangkaian pengaturan prosedur/mekanisme dalam 
pemungutan pajak. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Pasal 2 
Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

a. Yang dimaksud dengan "kawasan perkebunan" 
adalah semua tanah dan bangunan yang 
digunakan oleh perusahaan perkebunan d i 
tanah yang diberi hak guna usaha 
perkebunan. 



b. Yang dimaksud dengan "kawasan perhutanan" 
adalah semua tanah dan bangunan yang 
digunakan oleh perusahaan perhutanan di 
tanah yang diberi hak pengusahaan. 

c. Yang dimaksud dengan "kawasan 
pertambangan" adalah semua tanah dan 
bangunan yang digunakan oleh perusahaan 
pertambangan d i tanah yang menjadi wilayah 
usaha pertambangan. 

Ayat (2) : Cukup Jelas 
Ayat (3) : Cukup Jelas 
Ayat (4) : 

Huruf a : Cukup Jelas 
Huruf b : Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan un tuk 

memperoleh keuntungan "adalah bahwa objek pajak 
i tu diusahakan untuk melayani kepentingan 
umum.dan nyatanya tidak ditujukan untuk mencari 
keimtungan. Hal in i dapat diketahui antara la in 
dar i anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan 
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk 
pengertian in i adalah hutan wisata mil ik negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

Huruf c : Cukup Jelas 
Huruf d : Cukup Jelas 

Ayat (5) : Cukup Jelas 
Pasal 4 : Cukup Jelas 
Pasal 5 : Cukup Jelas 
Pasal 6 ; 

Ayat (1) : Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: 
a. perbandingan haiga dengan objek lain yang 

sejenis, adalah suatu pendekatan/metode 
penentuan nilai j ua l suatu objek pajak dengan 
cara membandingkannya dengan objek pajak 
lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan 
fungsinya sama dan telah diketahui harga 
jualnya 

b. nilai perolehan baru, adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan ni la i j u a l suatu 
objek pajak dengan cara menghitung seluruh 
biaya yang dikeluarkan un tuk memperoleh 
objek tersebut pada saat penilaian dilaJcukan, 
yang dikurangi dengan penyusutan 
berdasarkan kondisilisik objek tersebut 

c. nilai jua l pengganti, adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan ni lai jua l suatu 
objek pajak yang berdasarkan pada hasil 
produksi objek pajak tersebut 

Ayat (2) : Cukup Jelas 
Ayat (3) : Cukup Jelas 

Pasal 7 
Huruf a : Cukup Jelas 
Huruf b : Cukup Jelas 



PasalS : 
Ayat (1) : Cukup Jelas 
Ayat (2) : Untuk objek pajak yang hanya berupa tanah dalam 

penghitungan pajak terutangnya tidakdikurangi 
dengan NJOPTKP. 

Ayat (3) : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan batas 
minimal penetapan pajak PBB-P2 

Contoh penghitungan: 
A. Contoh kepemilikan lebih dari satu objek pajak 

Wajib pajak A mempimyai objek pajak berupa: 

O B J E K ! 
Tanah seluas 800 m^ dengan harga jua l Rp SOO.OOO.OO/m ;̂ 
Bangunan seluas 400 m^ dengan nilai jua l Rp 350.000,00/m^; 
Taman seluas 200 m^ dengan nilai jua l Rp 50.000,00/m2; 
Pagar sepanjang 120 m dan tinggj rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jua l 
Rp 175.000,00/m2. 

Besamya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 

1. NJOP Bumi : 800 m x Rp 300.000,00 » Rp 240.000.000,00 
2. NJOP Bangunan 

a. Rmnah dan Oarasi : 400 m x Rp 350.000,00 - Rp 140.000.000,00 
b. Taman : 200 m x Rp 50.000,00 - Rp 10.000.000,00 
a Pagar : (120x1,5) x Rp 175.000.00-Ro 31.500.000.00 + 
Total NJOP Bangunan - Rp 181.500.000,00 
NJOPTKP - Rp lO.OOO.OOO.OO -
NJOP Bangunan Kena Pajak = Rp 171.000.000,00 

3. Nilai Jua l Objek P^ak Kena P^Jak = Rp 411.500.000.00 

4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,105 % 

5. PBB-P2 terutang 
0.105 % X Rp 411.500.000,00 - Rp 432.075.00 

OBJEK U 

Tanah seluas 800 m^ dengan harga jua l Rp 300.000,00/m^; 

Besamya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: 

1. NJOP Bumi : 800 m x Rp 300.000,00 " Rp 240.000.000,00 

2. Nilai Jua l Objek Pajak Kena Pfdak - Rp 240.000.000,00 

3. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,105 % 

4. PBB-P2 terutang 
0.105 % X Rp 240.000.000,00 ° R P 252.000.00 

(Karena Objek I NJOP nya lebih t i n ^ dari pada NJOP Objek 11, maka yang dikenakan 
NJOPTKP adalah Objek I , sedangkan Objek I I tidak dikenai NJOPTKP) 



B. Batas minimal: 
Wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa Tanah seluas 800 m^ dengan harga 
jua l Rp 5.000,00/m2; 

Besamya pokok pajak yang temtang adalah sebagai berikut: 

1. NJOP Bumi : 800 m x Rp 5.000,00 - Rp 4.000.000,00 

2. Nilai Jual Objek P^ak Kena Pf^ak = Rp 4.000.000,00 

3. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,105 % 

4. PBB-P2 temtang 
0.105 % X Rp 4.000.000,00 ° Rp 4.200.00 

5. Karena besamya PBB-P2 temtang lebih rendah dari batasan minimal 
pembayaran PBB-P2 (Rp 5.000,00) maka pajak temtang yang hams dibayar oleh 
wajib pajak adalah sebesar Rp 5.000,-

Pasal9 
Pasal 10 
Pasal 11 

Pasal 12 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal19 
Pasal 20 
Pasal 21 
Pasal 22 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Cukup Jelas 

Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak diberikan 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi dan 
dikembalikan kepada Bupati 
Yang dimaksud jelas, benar, dan lengkap adalah: 
1. Jelas benar penulisan data dalam SPOP dibuat 

sedemikian mpa sehingga tidak menimbulkan 
salah tafsir yang dapat memgikan daerah 
maupun wajib pajak sendiri 

2. Benar berarii data yang dilaporkan hams sesuai 
dengan keadaan yang sebenamya, seperti luas 
tanah dan / atau bangunan, tahun dan harga 
perolehan dan setemsnya sesuai dengan kolom-
kolom/ pertan3raan yang tertera pada SPOP 

3. Lengkap berarti semua isian SPOP diisi dengan 
lengkap sesuai kondisi yang ada 

Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 

Pasal 23 
Ayat (1) Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 
Huruf b 

Cukup Jelas 
Cukup Jelas 



Huruf c : Cukup Jelas 
Huruf d : Cukup Jelas 
Huruf e : Cukup Jelas 
Huruf f : Yang dimaksud dengan 'kondisi tertentu objek 

pajak*, antara lain kondisi yang diakibatkan oleh 
bencana, kondisi ekonomi secara nasional yang 
dibuktikan setelah adanya audit keuangan oleh 
auditor ekstemal atau pemeriksaan oleh Dinas, yang 
menyebabkan kesulitan pemenuhan kewajiban 
prcrpajakan Daerah. 

Pasal 24 
Pasal 25 
Pasal 26 
Pasal 27 
Pasal 28 
Pasal 29 
Pasal 30 
Pasal 31 
Pasal 32 
Pasal 33 
Pasal 34 
Pasal 35 
Pasal 36 

Ayat (3) Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 
Cukup 

Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 
Jelas 


